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PEMERINTAH TGBUPATEN PEMATANG
KECAMATAN PETARUKAN

KEPAIA DESA NYAMPTUNGSART

PIRATURAN DESA NYAMPLUNGSARI

NOMOB 5 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DISA
NYAI}I PLUNGSAR I KECAIIIATAN PETARU KAN I(ABU PATEN

PEMALANG TAHUN ANGGARIIN 20i22

DESA NYAITIPLUNGSARI KICAMATAN PITARUKAN
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KEPALA DESA I\iYAMPLUNGSARI

KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA IVYAMPLUNGSARI

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2A22

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA I{YAMPLUNGSARI,

Menimbang : a. bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jaurab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2A22 termuat datam peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nyamplungsari
Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengal
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa

berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan

menuju masyarakat yang adil, makmllr, dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2A22.



,l --lgat i . Undang-Undang Nomor 13 Tahun l gSO tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah {Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tartbahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A14 tentang Desa

{Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2Al4

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a95);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2A15 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

5- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1950;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksallaan undang-Unda,g Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ol4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor s53g) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun zolg tentang perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2ol4
tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nor-nor

6 Tahun 2al4 tentang Desa (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2o1g Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 632111;

7 - Peraturan Pemerintah Nomor 6o rahun 2ol4 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan

Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ssSg) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 22
Tahun 2a75 tentang perubahan Atas peraturan

Pemerintah Nomor 6o rahun 2a14 tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5O9a );

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 ?ahun 2o1g
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Repulik Indonesia Tahun 2}rc Nomor 61 1);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah rertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2o2r tentang prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2a22 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2A2l Nomor 9611;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : l9o/pMK.az lza2l
tentang Pengeloiaan Dana Desa {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2A2l Nomor 14241;



1 1. Peratural Daerah Kabupaten Pemaiang Nomor 15 Tahun 2027

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Pemalang Tahun Anggaran 2A22 {l-embaran Daera}r

Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);

12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2AL8 tentang

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul Dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa

Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Tahun 2018 Nomor 17);

13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tah.un 2AL8 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Daerah

Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagairntula

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati

Pemalang Nomor 97 Tahun 2at9 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Darah

Kabupaten Pemalang Tahun 2Ol9 Nomor 97);

14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2021 tentang

Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daeratr Kabupaten

Pemalang Tahun 2O2l Nomor 44);

15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2o2L tentang

Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten

Pemalang Tahun Anggaran 2A22 (Berita Daerah Kabupaten

Pemalang Tahun 2O2l Nomor 49);

16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2021 tentang

Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran

2022 {Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2O2L Nomor

58);

17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor .,. Tahun 2O2l tentang Tata

cara Pembagian dan Rincian Penetapan Dana Desa setiap

Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daeralr Kabupaten

Pemalang Tahun 2A21Nomor --.);

18. Peraturan Desa Nyamplungsari Nomor 3 Tahun 2Al9

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Nyamplungsari Kecamatan Petarukan Kabupaten



).1:netapkan

Pemalang Tahun 2a1g-2o2s {Lembaran Desa
Nyamplungsari Kecamatan petarukan Kabupaten
Pernalang Tahun 2O1g Nomor 3);

19- Peraturan Desa Nyamplungsari Nomor 3 Tahun 2olg
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul
dan Kewenangzrn Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Nyamplungsari Kecamatan petarukan Kabupaten
Pemalang Tahun 2018 Nomor 3).

20- Peraturan Desa Nyamplungsari Nomor 4 Tahun 2o2l
tentang Renca:ra Kerja pembangunan Desa
Nyamplungsari Kecamatan petarukan Kabupaten
Pemalang Tahun 2022 (Iembaran Desa Nyamplungsari
Kecamatan Petarukan Kabupaten pemalang Tahun 2a2l
Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA I{YAMPLUNGSARI

Dan

KEPALA DESA NYAMPLUNGSARI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
NYAMPLUNGSARI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasa] 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2A22 dengan perincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa Rp. 2.9g0.496.195,_
2. Belanja Desa 2 486.1

Surplus/Defisit Rp

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.

0,-

0,-



b. Pengeiuaran Pembiayaal

Selisih Pembivaan ia-b)

SILPA

Rp o,-

o

Rp.

Rp.

o,

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatal dan

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

memuat:

a. APB Desa;

b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;

c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan

d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di

tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa sebagai landasan operasional

pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

{1} Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan

untuk penanggulangan bencana, keadaan

darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (I) menggunakan anggaran jenis

belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan

mendesak yang belum tersedia anggarannya,

yang selanjutnya diusulkan daiam rancangan



peraturan Desa tentang perubahan APB Desa-

(a) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan norma,l dari

aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat

diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh

pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signilikan terhadap

anggaran datram rangka pemulihan yang

disebabkan oleh kejadian yang luar biasa

dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam

pendapatan Desa pada tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

pergeser.rn antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun

sebelumnya dal menyebabkan SiLPA akan

dilaksanakan dalam tahun berjalan, kepala

Desa dapat mendahului perubahan APB Desa

dengan melakukan perubahan Peraturan

Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan

memberitatrukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggai

diundangkan.



DESA

Agar setiap oranEi dapat rnenge tahur,

memerintahkan pengundangan Peratr.iran Desa ini

daiam Lembaran Desa Nyamplungsari.

Ditetapkan di Nyamplungsari

pada tanggal 3O Desember 2O2l

IVYAMPLUNGSARI,

- -- :angkan di Nyamplungsari

-, -a:.rggal Desembr 2O2l

AMPLUNGSARI,

PLUNGSARI TAHUN 2021 NOMOR 5
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